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Abstract  : Development for public interest requires the land for which the 
procurement is carried out by promoting the principles contained in the 1945 
Constitution of the State of the Republic of Indonesia and national land law, including 
humanitarian principles, justice, benefit, certainty, openness, agreement, 
participation, welfare, sustainability , and alignment in accordance with the values of 
nation and state. Land acquisition for Ciawi and Sukamahi Dam Projects implemented 
by the Government, in fact resulted in compulsion, where the Government was forced 
to buy the land due to the program and so the landowner had to relinquish the land 
for the program's interest. However, in principle, the procurement of the land must 
continue to benefit the community as the owner of the land affected by the 
development program of public interest by applying the balance principle in the 
provision of compensation that is economically and socially more profitable to realize 
a sense of justice, improve the standard of living and welfare of affected people Ciawi 
and Sukamahi dam in Bogor Regency. 
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Abstrak : Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang 
pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum 
tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, 
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan 
keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Pengadaan tanah 
untuk  kepentingan Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi  yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah, pada  kenyataannya melahirkan keterpaksaan, 
dimana Pemerintah terpaksa harus membeli tanah karena adanya program begitu 
pula sebaliknya pemilik tanah harus melepaskan tanahnya untuk kepentingan 
program. Namun secara prinsip pengadaan tanah tersebut harus tetap 
menguntungkan masyarakat selaku pemilik tanah yang terkena program 
pembangunan kepentingan umum dengan menerapkan asas keseimbangan dalam 
pemberian ganti kerugian yang secara ekonomi dan sosial lebih menguntungkan 
guna mewujudkan rasa keadilan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat yang terkena pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi di 
Kabupaten Bogor.  

 
Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Ganti Untung, Pengadaan Tanah. 
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PENDAHULUAN 

Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945, negara diberi 
kewajiban untuk mengadakan 
pembangunan guna mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

Dari Pasal 33 ayat (3) UUD RI nampak 
jelas bahwa hubungan antara Negara 
dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah 
dalam hubungan hak menguasai. 
Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UUPA 
memberikan penafsiran otentik mengenai 
kewenangan yang muncul dari hak 
menguasai Negara yakni negara 
mempunyai kewenangan untuk :  

1. Mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang 
angkasa tersebut;  

2. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

3. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  
Sedangkan menurut Pasal 33 Ayat (4), 

“Perekonomian Nasional diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
keberlanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional”. 

Dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu 
menyelenggarakan pembangunan. Salah 
satu upaya pembangunan dalam kerangka 
pembangunan nasional yang 
diselenggarakan Pemerintah adalah 
pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Pembangunan untuk kepentingan 
umum tersebut memerlukan tanah yang 
pengadaannya dilaksanakan dengan 
mengedepankan prinsip yang terkandung 
di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
hukum tanah nasional, antara lain prinsip 
kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, 
kepastian, keterbukaan, kesepakatan, 
keikutsertaan, kesejahteraan, 
keberlanjutan, dan keselarasan sesuai 
dengan nilai-nilai berbangsa dan 
bernegara. 

Sebagai bagian dari hukum agraria 
nasional, peraturan pengadaan tanah harus 
mengacu pada tujuan hukum agraria 
nasional dengan prinsip keseimbangan 
antara kepentingan pribadi dengan 
kepentingan umum. Hak atas tanah apapun 
yang ada pada seseorang tidaklah dapat 
dibenarkan, kalau tanahnya itu akan 
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) 
semata-mata untuk kepentingan 
pribadinya, melainkan wajib pula 
memperhatikan kepentingan umum. 
Ketentuan tersebut tidaklah berarti bahwa 
kepentingan ptibadi akan terdesak sama 
sekali oleh kepentingan umum. 
Kepentingan umum dan kepentingan 
pribadi haruslah saling mengimbangi, 
hingga akhirnya akan tercapai tujuan 
pokok kemakmuran, keadilan dan 
kebahagian rakyat seluruhnya. Itulah yang 
menjadi tujuan dari UUPA. 

Mengacu pada prinsip hukum yang 
berlaku bahwa kepentingan umum harus 
diletakkan di atas kepentingan pribadi. 
Oleh karena itu, seorang warga negara, 
dalam hal ini pemilik atau pemegang hak 
atas tanah seharusnya ikut berpartisipasi 
mendukung pembangunan untuk 
kepentingan umum. Jika pemerintah 
membutuhkan tanah untuk pembangunan 
bagi proyek-proyek kepentingan umum 
diharapkan bagi rakyat yang menguasai 
tanah yang diperlukan untuk 
pembangunan tersebut, harus dengan 
sukarela menyerahkan atau melepaskan 
hak atas tanah mereka pada pemerintah 
sebagai wadah pembangunan yang 
dimaksud. Tetapi sebaliknya juga 
pemerintah tidak boleh merugikan warga 
masyarakat dengan melepaskan hak atas 
tanah rakyat atau warga masyarakat tanpa 
memberikan ganti rugi yang layak dan 
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dalam pelaksanaan proses pelepasan hak 
atas tanah tersebut harus dilakukan atau 
ditempuh jalan musyawarah. 

Dalam hubungan antara Negara dan 
warga Negara, keadilan sosial mengandung 
pemahaman bahwa warga Negara 
mempunyai kewajiban untuk memberikan 
sumbangan kepada Negara demi 
terwujudnya kesejahteraan umum, 
sedangkan Negara berkewajiban untuk 
berbagi kesejahteraan kepada para warga 
negaranya sesuai dengan jasa atau 
kemampuan dan kebutuhan masing-
masing (secara proporsional). Bila hal ini 
diterjemahkan dalam kebijakan 
pertanahan, maka berbagai ketentuan yang 
dibuat itu hendaklah memberikan landasan 
bagi setiap orang untuk mempunyai hak 
dan kesempatan yang sama untuk 
menerima bagian manfaat tanah, baik bagi 
diri sendiri maupun keluarganya sehingga 
dapat memperoleh kehidupan yang layak. 

Merujuk pada pandangan Maria SW 
Sumardjono sudah waktunya dalam 
kebijakan pengambilalihan tanah harus 
bertumpu pada prinsip demokrasi dan 
menjunjung tinggi HAM (Human Rights) 
dengan memperhatikan hal-hal berikut :  

1. Pengambilalihan  tanah merupakan 
perbuatan hukum yang berakibat 
terhadap hilangnya hak-hak seseorang 
yang bersifat fisik maupun non fisik 
dan hilangnya harta benda untuk 
sementara waktu atau selama-
lamanya; 

2. Ganti kerugian yang diberikan harus 
memperhitungkan: 1.hilangnya hak 
atas tanah, bangunan, tanaman, 
hilangnya pendapatan dan sumber 
kehidupan lainnya, 

3. Bantuan untuk pindah ke lokasi lain 
dengan memberikan alternative lokasi 
baru yang dilengkapi dengan fasilitas 
yang layak, bantuan pemulihan 
pendapatan agar dicapai keadaan 
setara dengan keadaan sebelum 
terjadinya pengambilalihan; 

4. Mereka yang tergusur karena 
pengambilalihan tanah harus 

diperhitungkan dalam pemberian ganti 
kerugian harus diperluas. 

5. Untuk memeperoleh data yang akurat 
tentang mereka yang terkena 
penggusuran dan besarnya ganti 
kerugian mutlak dilaksanakan survai 
dasar & sosial ekonomi; 

6. Perlu diterapkan instansi yang 
bertanggungjawab untuk pelaksanaan 
pengambilalihan dan pemukiman 
kembali; 

7. Cara musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan harus 
ditumbuhkembangkan; 

8. Perlu adanya sarana menampung 
keluhan dan menyelesaikan 
perselisihan yang timbul dalam proses 
pengambilalihan tanah 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian secara yuridis normatif dan 
menggunakan macam/type empiris, yaitu 
menyangkut penelitian terhadap aspek 
yuridis formal dan materiil. 

PEMBAHASAN 

Permasalahan timbul pada saat 
musyawarah penetapan bentuk ganti 
kerugian, dimana terdapat sebagian 
pemilik tanah di Desa Cipayung Kecamatan 
Megamendung menerima penaksiran harga 
hasil penilaian Tim Penilai Independen, 
khususnya terhadap nilai tanah, yang 
ditaksir dengan nilai dibawah NJOP yang 
berlaku, sehingga para pemilik tanah 
tersebut merasa keberatan dan 
mengajukan permintaan ganti kerugian 
dalam bentuk selain uang.  

Atas permintaan tersebut, pemilik 
tanah lainnya menjadi terpengaruh dan 
secara bersama-sama mengajukan 
permintaan ganti rugi selain uang, meski 
hasil penilaian atas tanahnya diatas nilai 
NJOP.  

Terhadap keberatan atas hasil 
penilaian Tim Penilai Independen atas nilai 
tanah, yang terkena pembangunan 
bendungan Ciawi dan bendungan 
Sukamahi, khususnya para pemilik tanah 
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yang berlokasi di Kampung Cipurut, Desa 
Cipayung Kecamatan Megamendung, maka 
opsi/alternatif yang dapat dipilih yaitu : 

1. Penerapan Pasal 38 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 73 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 
2012, yaitu : 

a) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan 
mengenai bentuk dan/atau 
besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang 
Berhak dapat mengajukan 
keberatan kepada pengadilan negeri 
setempat dalam waktu paling lama 
14 (empat belas) hari kerja setelah 
musyawarah penetapan Ganti 
Kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1). 

b) Pengadilan  Negeri   memutus   
bentuk  dan/atau besarnya Ganti 
Kerugian dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
diterimanya pengajuan keberatan.  

c) Pihak  yang keberatan terhadap 
putusan pengadilan negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kerja dapat 
mengajukan kasasi kepada 
Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 

2. Penilaian   kembali   (return review)  
atas hasil  taksiran  harga  tanah  
terdahulu oleh Tim Penilai 
Independen, dapat dilakukan oleh Tim 
Penilai yang sama atau Tim Penilai 
yang berbeda, dengan objek yang sama. 
Opsi atau alternative ini, secara tegas 
tidak diatur dalam peraturan 
perundangan yang berlaku, setidaknya 
tidak bertentangan dengan peraturan, 
sepanjang sesuai dengan asas-asas 
dalam pengadaan tanah, yaitu asas 
keadilan adalah “memberikan jaminan 
penggantian yang layak kepada Pihak 
yang Berhak dalam proses Pengadaan 
Tanah sehingga mendapatkan 
kesempatan untuk dapat 
melangsungkan kehidupan yang lebih 
baik”.  

3. Kesepakatan   para   pihak   terhadap  
bentuk  ganti  kerugian dalam bentuk 
lain sesuai dengan huruf e Pasal 36 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 
Dalam arti bentuk lain sesuai yang 
disepakati, yaitu bentuk ganti kerugian 
selain uang, dapat berupa bentuk tanah 
pengganti ataupun permukiman 
kembali atau merupakan gabungan 
keduanya.  

Dari ketiga opsi/alternative di atas, 
penulis cenderung memilih opsi atau 
alternatif b dan c, mengingat kedua opsi 
tersebut, masih selaras dengan asas-asas 
yang terkandung dalam pengadaan tanah 
bagi kepentingan umum. 

Terhadap kedua opsi tersebut di atas, 
peneliti merasa optimis secara prinsip 
harus terkandung nilai-nilai yang secara 
ekonomi dan social tetap menguntungkan 
pihak pemilik tanah, mengingat 
Pemerintah yang membutuhkan tanah dan 
pemilik tanah tidak pernah bermaksud 
atau berniat menjualnya, sehingga secara 
tidak langsung terdapat unsur 
keterpaksaan dari pemilik tanah untuk 
melepaskan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum. 

Dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan Bendungan, 
terkait dengan ganti rugi dalam bentuk 
permukiman kembali, yang dipayungi 
dengan adanya kesepakatan para pihak, 
yang memerlukan tanah dengan para 
pemilik tanah, sehingga terkandung asas 
keseimbangan, yaitu : 

1. Menyangkut hak dan kewajiban pihak 
yang memerlukan tanah dan pihak 
pemilik tanah; 

2. Menyangkut hak-hak yang dilepaskan 
dan hak-hak yang akan diterima oleh 
pemilik tanah, apakah seimbang 
ataukah lebih menguntungkan. 

Terhadap ganti kerugian dengan 
bentuk permukiman kembali diatur dalam 
Pasal 30–31, yang intinya sama dengan 
pengaturan Pasal 28-29, hanya objek 
bentuk ganti kerugian yang berbeda, yaitu 
ganti tanah dengan permukiman kembali. 
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Dari ketentuan tersebut di atas, dengan 
sangat jelas terlihat lebih berpihak dan 
menguntungkan pihak yang memerlukan 
tanah, dalam hal Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Cq 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq 
Balai Besar Wilayah Sungai, yang secara 
prinsip tidak selaras dengan asas-asas yang 
terkandung dalam Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2012 juga secara yuridis materil 
bertentangan dengan Pasal 3 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012.  

Sedangkan pihak yang memerlukan 
tanah dalam memenuhi kewajiban untuk 
menyediakan tanah pengganti maupun 
permukiman kembali, dapat ditempuh 
tahapan sebagai berikut : 

a) Apabila pemilik tanah merasa keberatan 
dengan nilai taksiran harga ganti 
kerugian dari Tim Penilai Independen, 
seyogyanya pemilik tanah mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah 
mengenai permintaan ganti kerugian 
dalam bentuk tanah pengganti maupun 
permukiman kembali. 

b) Ketua pelaksana pengadaan tanah 
(dalam hal ini Kepala Kantor 
Pertanahan), kemudian menyampaikan 
permohonan penggantian kerugian 
dengan bentuk tanah pengganti dan 
permukiman kembali, yang didasarkan 
pada surat permohonan dari para 
pemilik tanah. 

c) Selanjutnya pihak yang memerlukan 
tanah, mulai mencari dan memilih lokasi 
tanah calon pengganti dan atau untuk 
permukiman kembali, yang hasilnya 
disampaikan kepada pemilik tanah 
untuk disetujui. 

d) Setelah lokasi tanah calon pengganti 
disetujui oleh para pemilik tanah, maka 
dibuatlah kesepakatan antara pihak 
yang memerlukan tanah dengan para 
pemilik tanah, yang intinya tidak 
merugikan kedua belah pihak.  

e) Setelah penandatanganan kesepakatan 
oleh pihak yang memerlukan tanah dan 
pemilik tanah terkait lokasi tanah calon 

pengganti atau untuk permukiman 
kembali dan disaksikan oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah. 

f) Kemudian pihak yang memerlukan 
tanah, sudah mulai memproses 
perolehan tanah calon tanah pengganti 
atau permukiman kembali, dengan 
tahapan sebagai berikut : 

- Melakukan sosialisasi kepada pemilik 
tanah calon pengganti terkait dengan 
maksud dan tujuan memperoleh 
tanah untuk kepentingan penggantian 
tanah dan atau permukiman kembali. 
Selanjutnya apabila para pemilik 
tanah tersebut setuju dan 
memberikan ijin kepada pihak yang 
memerlukan tanah untuk melakukan 
pematokan atas batas-batas tanah 
yang diperlukan, maka hasilnya 
dituangkan dalam Berita Acara 
Kesepakatan. 

- Kemudian pihak yang memerlukan 
tanah melaksanakan pematokan, yang 
dihadiri oleh pemilik tanah dan 
tetangga batas tanah serta 
didampingi oleh unsur pelaksana 
pengadaan tanah, unsur kecamatan 
maupun unsur desa terkait. 

- Selanjutnya pihak yang memerlukan 
tanah, memproses perijinan 
perolehan tanah dimaksud kepada 
Pemerintah Daerah dalam bentuk 
Penetapan Lokasi, yang juga 
merupakan salah satu persyaratan 
pada saat permohonan hak di Kantor 
Pertanahan. 

- Kemudian, dilakukan pendataan dan 
pengukuran oleh unsur Kantor 
Pertanahan, atas permohonan dari 
pihak yang memerlukan tanah, dan 
hasilnya berupa peta bidang tanah. 
Pada prakteknya luas tanah yang 
tertera dalam bukti milik adat (AJB 
atau Girik) selalu berbeda dengan 
luas hasil pengukuran fisik tanah 
yang ada dengan batas-batas tanah 
yang telah ditetapkan dengan patok 
oleh pemilik tanah. 
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- Peta bidang tanah hasil pengukuran 
ini, kemudian disampaikan kepada 
pemilik tanah untuk disetujui, apabila 
setuju, maka dituangkan dalam 
bentuk berita acara kesepakatan hasil 
pengukuran. 

- Lebih lanjut, pihak yang memerlukan 
tanah menunjuk Tim Penilai 
Independen untuk menilai dan 
menaksir harga tanah tersebut, yang 
hasilnya disampaikan kepada pemilik 
tanah. Apabila pemilik tanah setuju, 
maka dituangkan dalam Berita Acara 
Kesepakatan Harga. 

- Kemudian pemilik tanah 
menyerahkan copy bukti kepemilikan 
tanah dan dokumen pendukung 
lainnya kepada pihak yang 
memerlukan tanah dan diminta 
kepada pelaksana pengadaan tanah 
(Kantor Pertanahan) untuk menilai 
keabsahan bukti kepemilikan tanah 
dan kelengkapan dokumen 
pendukung lainnya. 

- Apabila hasil pemeriksaan bukti 
kepemilikan, dinyatakan sah dan 
lengkap, maka pihak yang 
memerlukan tanah, lebih lanjut 
memproses keuangan, dengan 
menerbitkan rekening buku tabungan 
atas nama pemilik tanah. 

- Apabila uang ganti rugi sudah 
tersedia dalam buku tabungan para 
pemilik tanah, maka dilakukan 
pelaksanaan pembayaran secara 
resmi, dalam arti mengundang pihak-
pihak terkait, yang diawali dengan 
penelitian bukti kepemilikan dan 
dokumen pendukung yang asli, 
setelah itu dilanjutkan dengan 
penandatanganan pelepasan hak atas 
tanah dihadapan Kepala Kantor 
Pertanahan selaku Ketua Pelaksana 
pengadaan tanah. Kemudian baru 
serah terima antara berkas tanah 
yang asli dengan buku tabungan 
pemilik tanah, dilakukan secara 
simbolis dan didokumentasikan. 

- Setelah tanah pengganti diperoleh, 
baik secara administratif maupun 
fisik tanahnya, kemudian pihak yang 
memerlukan tanah menyampaikan 
laporan secara tertulis kepada Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah, untuk 
difasilitasi serah terima dokumen 
dengan pemilik tanah yang terkena 
pembangunan untuk kepentingan 
umum. 

- Kemudian Ketua Pelaksana 
Pengadaan Tanah, menjadwalkan 
pelaksanaan pemberian ganti 
kerugian dengan bentuk tanah 
pengganti kepada pemilik tanah yang 
terkena pembangunan untuk 
kepentingan umum, diawali dengan 
pemeriksaan bukti kepemilikan tanah 
dan dokumen pendukung lainnya 
yang asli. 

- Selanjutnya penandatanganan 
pelepasan hak atas dari pihak yang 
memerlukan tanah kepada pemilik 
tanah yang terkena pembangunan, 
sekaligus saling menyerahkan 
dokumen atau bukti kepemilikan 
tanah yang asli dari pemilik tanah 
kepada pihak yang memerlukan 
tanah, juga sebaliknya dari pihak yang 
memerlukan tanah menyerahkan 
bukti kepemilikan tanah pengganti 
kepada pemilik tanah yang terkena 
pembangunan untuk kepentingan 
umum. 

Terhadap ganti kerugian dengan 
bentuk permukiman kembali, ada 
penambahan tahapan, yaitu : 

1. Kesepakatan atas tata letak tanah, 
bangunan serta model bangunan, yang 
akan diserahkan kepada pemilik tanah 
dan bangunan yang terkena 
pembangunan untuk kepentingan 
umum. 

2. Pihak yang memerlukan tanah perlu 
mengurus perizinan terkait dengan 
Amdal, Siteplan dan IMB pada 
pemerintah daerah terkait. 

3. Pihak yang memerlukan tanah 
menyediakan sarana listrik dan air 
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bersih, sehingga perlu mengajukan 
permohonan rekomendasi kepada PT. 
PLN dan PDAM terkait. 

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 yang 
dimaksud dengan “ganti kerugian adalah 
penggantian yang layak dan adil kepada 
pihak yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah”.  

Dalam hal ini, yang diperlukan adalah 
yang mengatur mengenai mekanisme dan 
tahapan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum, dengan bentuk ganti 
kerugian selain uang, dimana peraturan 
tersebut untuk memberikan landasan dan 
kepastian hukum serta melindungi hak-hak 
pemilik tanah yang terkena pembangunan 
untuk kepentingan umum. 

Kesesuaian penerapan mekanisme dan 
tahapan antara peraturan yang berlaku 
dengan harapan para pemilik tanah terkait 
dengan pemberian bentuk ganti kerugian 
selain dalam bentuk uang yaitu dalam 
bentuk tanah pengganti dan bentuk 
permukiman kembali atas pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. 

Perumusan ganti untung, terhadap 
para pemilik tanah dan bangunan yang 
terkena pembangunan Bendungan Ciawi 
dan Bendungan Sukamahi, dapat 
diterapkan dalam bentuk keuntungan 
secara materiil, baik penggantian tanah 
maupun penggantian bangunan, yang 
secara ekonomis lebih menunguntungkan 
nilainya daripada yang dilepaskan. 

Tolok ukur ganti untung, dapat terlihat 
dengan jelas apabila tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang terkena pembangunan 
untuk kepentingan umum semakin 
meningkat dari kehidupan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, prinsip 
keadilan The difference principle yang dapat 
diterapkan untuk memberikan 
kemanfaatan orang yang paling tidak 
sejahtera, maka jaminan kebebasan untuk 
memiliki hak atas tanah dapat dibatasi 
dalam bentuk pengambilalihan demi 
kepentingan umum. Pada dasarnya 

pembangunan untuk kepentingan umum 
dalam pengadaan tanah ditujukan untuk 
memeratakan pendistribusian sumber daya 
yang tersedia, khususnya kepada mereka 
yang paling tidak sejahtera. Dari perspektif 
rakyat yang melepaskan hak atas tanahnya, 
pengadaan tanah menyebabkan kondisi 
perekonomian mereka merosot sedemikian 
rupa dan akan menjadikan mereka sebagai 
orang paling tidak sejahtera, maka ganti 
rugi wajib diberikan kepada mereka 
sebagai bentuk kompensasi untuk 
mewujudkan keadilan 

KESIMPULAN 

1. Pentingnya asas keseimbangan dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum di seluruh 
wilayah Indonesia, yang berperan 
untuk  menghindari kesewenang-
wenangan pemerintah dalam 
memperoleh tanah untuk 
pembangunan kepentingan umum. Hal 
ini merupakan percerminan dari Pasal 
33 Ayat (4) Undang-undang Dasar 
1945. 

2. Dalam hal pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan 
Bendungan Ciawi dan Bendungan 
Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor 
yang diperlukan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air Cq Balai Besar Wilayah Sungai 
Ciliwung-Cisadane, khususnya para 
pemilik tanah dan bangunan, yang 
meminta ganti rugi dalam bentuk 
permukiman kembali, harus lebih 
menguntungkan, dalam arti nilai yang 
diperoleh lebih tinggi daripada nilai 
yang dilepaskan, hal ini merupakan 
perwujudan dari asas keseimbangan 
yang menjadi landasan kesepakatan 
antara Pemerintah selaku pihak yang 
memerlukan tanah dengan masyarakat 
selaku pemilik tanah dan bangunan. 

 

SARAN 
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1. Untuk memberi perlindungan atas hak-
hak masyarakat selaku pemilik tanah 
yang terkena rencana pembangunan 
untuk kepentingan umum, khususnya 
untuk pembangunan Bendungan Ciawi 
dan Bendungan Sukamahi di Wilayah 
Kabupaten Bogor, diperlukan adanya 
asas keseimbangan dalam kesepakatan 
bentuk ganti kerugian, dengan 
pemberian ganti untung guna 
terciptanya keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat pemilik tanah.   

2. Untuk memberi kepastian hukum dan 
mencegah tindakan kesewenang-
wenangan dari Pemerintah selaku 
pihak yang memerlukan tanah dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum, perlu 
dilakukan revisi atas Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Kepentingan Umum dan Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012  
tentang Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan untuk 
kepentingan umum, dengan 
memasukan asas keseimbangan serta 
pemberian ganti untung sebagai upaya 
meningkatkan taraf hidup masyarakat 
yang terkena pembangunan 
kepentingan umum di Indonesia.
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